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ABSTRACT

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime)
karena menimbulkan dampak luas dan sistemik terhadap stabilitas hukum,
sosial, dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, strategi pencegahan korupsi
tidak dapat hanya bertumpu pada upaya represif melalui penegakan hukum,
melainkan perlu didukung oleh penguatan edukasi dan literasi hukum kepada
masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan
untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat mengenai
nilai-nilai anti korupsi melalui penyelenggaraan webinar edukatif. Metode yang
digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif dengan memanfaatkan media
daring, yang menyajikan materi mengenai dasar hukum tindak pidana korupsi,
prinsip integritas, serta peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan
korupsi. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman
peserta terhadap konsep dan bentuk korupsi, regulasi hukum yang mengaturnya,
serta urgensi internalisasi budaya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Hasil
ini menegaskan bahwa webinar merupakan sarana yang efektif, fleksibel, dan
adaptif dalam memperluas jangkauan literasi hukum anti korupsi kepada
masyarakat secara berkelanjutan.

Corruption is categorized as an extraordinary crime as it generates extensive
and systemic impacts on legal stability, social order, and national development.
Therefore, corruption prevention strategies cannot rely solely on repressive
measures through law enforcement, but must be supported by the strengthening
of legal education and public legal literacy. This Community Service Program
(PkM) aims to enhance public understanding and legal awareness of anti-
corruption values through the implementation of an educational webinar. The
method employed an educative—participatory approach utilizing online media,
delivering materials on the legal basis of corruption offenses, principles of
integrity, and the active role of society in corruption prevention efforts. The
implementation of the program indicated an improvement in participants’
understanding of the concepts and forms of corruption, the governing legal
regulations, and the urgency of internalizing a culture of integrity in everyday
life. These findings emphasize that webinars serve as an effective, flexible, and
adaptive medium for sustainably expanding the reach of anti-corruption legal
literacy within the community.
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PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi masalah struktural yang bersifat kronis dan sistemik di Indonesia,
mengingat dampaknya yang luas dan saling berkaitan terhadap penegakan hukum, kondisi sosial,
stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Praktik korupsi tidak hanya merugikan
keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi dan nilai keadilan. Data
Indeks Perilaku Antikorupsi yang dihimpun melalui Indonesia Anti-Corruption Behavior Index (ACBI)
memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan skor, dari 3,92 pada tahun 2023 menjadi 3,85 pada
tahun 2024 (BPS, 2024). Penurunan ini mencerminkan bahwa sikap dan perilaku antikorupsi di kalangan
masyarakat belum menunjukkan kekuatan yang memadai. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa
tingkat kesadaran hukum, internalisasi nilai integritas, serta norma sosial yang menolak korupsi masih
perlu diperkuat secara berkelanjutan.

Selain itu, indikator global yang mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi menunjukkan bahwa
posisi Indonesia masih berada pada kategori yang kurang menggembirakan. Berdasarkan hasil Indeks
Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CP1) tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 37 dari
skala 0-100 dan menempati peringkat ke-99 dari total 180 negara yang dinilai (Transparency
International Indonesia, 2025). Capaian skor tersebut tergolong rendah apabila dibandingkan dengan
rata-rata skor global maupun sejumlah negara lain di kawasan Asia Pasifik. Kondisi ini mencerminkan
bahwa praktik korupsi masih dipersepsikan sebagai persoalan yang serius dan belum tertangani secara
optimal. Rendahnya skor CPI tersebut mengindikasikan lemahnya efektivitas tata kelola pemerintahan,
transparansi, serta akuntabilitas publik. Selain itu, persepsi negatif masyarakat dan komunitas
internasional terhadap upaya pemberantasan korupsi masih menjadi hambatan dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Transparency International Indonesia, 2025).

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dipahami semata-
mata sebagai persoalan penegakan hukum formal, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek budaya,
nilai sosial, dan proses edukasi di masyarakat. Berbagai kajian akademik menegaskan bahwa strategi
antikorupsi yang efektif perlu melampaui pendekatan represif dan memasukkan upaya preventif melalui
pendidikan yang menanamkan nilai integritas, kejujuran, serta kesadaran hukum sejak usia dini
(Panjaitan, 2025). Pendidikan antikorupsi dipandang memiliki peran strategis karena mampu
membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku individu dalam memandang serta menolak praktik korupsi.
Upaya edukatif ini menjadi semakin relevan ketika diarahkan kepada generasi muda sebagai agen
perubahan, sekaligus kepada masyarakat luas agar terbentuk norma sosial yang tidak mentoleransi
korupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi berkontribusi signifikan dalam membangun budaya
antikorupsi yang berkelanjutan (Yorman et al., 2025).

Permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi dalam konteks ini mencakup beberapa dimensi
yang saling berkaitan. Pertama, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum antikorupsi masih
tergolong rendah, khususnya dalam aspek substansi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua, sarana dan media edukasi hukum yang tersedia dinilai belum berjalan secara optimal, baik dari
sisi jangkauan audiens maupun tingkat partisipasi aktif masyarakat. Ketiga, keterlibatan publik dalam
upaya pencegahan serta pelaporan tindakan koruptif masih terbatas, sehingga pengawasan sosial belum
terbentuk secara kuat. Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan permasalahan utama dalam kegiatan
ini, yaitu bagaimana strategi penguatan edukasi dan literasi hukum antikorupsi dapat diimplementasikan
secara efektif melalui pemanfaatan media webinar sebagai bentuk inovasi dalam program Pengabdian
kepada Masyarakat yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman
sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait nilai-nilai antikorupsi. Upaya tersebut
mencakup pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kerangka normatif hukum tindak pidana
korupsi, serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan
meningkatnya literasi hukum, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami aturan yang berlaku, tetapi
juga mampu menginternalisasi nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan media webinar
dipilih sebagai sarana utama pelaksanaan kegiatan karena dinilai mampu mengintegrasikan fleksibilitas
teknologi digital dengan proses pembelajaran yang bersifat interaktif dan partisipatif. Selain itu, webinar
memungkinkan penyampaian materi edukatif kepada audiens yang lebih luas tanpa terhambat oleh
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batasan geografis, sehingga efektivitas dan jangkauan program PKkM dapat ditingkatkan secara
signifikan.

Urgensi pelaksanaan kegiatan ini dapat dikategorikan sangat tinggi mengingat edukasi hukum
antikorupsi berperan sebagai strategi preventif yang esensial dalam membangun kesadaran hukum (legal
awareness) serta menanamkan nilai-nilai integritas sebagai dasar pembentukan perilaku masyarakat
(Panjaitan, 2025). Peningkatan kesadaran hukum tidak hanya berdampak pada pemahaman normatif
terhadap aturan antikorupsi, tetapi juga mendorong keberanian dan partisipasi masyarakat dalam
menjalankan fungsi kontrol sosial. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik akan lebih
siap untuk melaporkan praktik koruptif dan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara
berkelanjutan dan sistemik. Oleh karena itu, keberadaan media edukasi yang efektif dan adaptif, seperti
webinar, menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut, khususnya dalam konteks era
digital yang menuntut metode penyampaian edukasi yang fleksibel, luas jangkauannya, serta interaktif.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang dengan
pendekatan edukatif dan partisipatif, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran
masyarakat terhadap nilai-nilai anti korupsi. Pendekatan edukatif digunakan untuk mentransfer
pengetahuan hukum secara sistematis, sedangkan pendekatan partisipatif dimaksudkan untuk
mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran, diskusi, dan refleksi kritis terhadap
fenomena korupsi di lingkungan sosial mereka (Hasibuan et al., 2023).

1. Bentuk Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang dengan menggunakan
webinar edukatif sebagai media utama penyampaian materi. Pemilihan webinar didasarkan pada
pertimbangan efektivitas dan efisiensi, mengingat media ini mampu menjangkau peserta dari berbagai
wilayah tanpa dibatasi oleh jarak geografis (Sudarmanto et al., 2024). Selain itu, penggunaan platform
digital memungkinkan kegiatan dilaksanakan secara fleksibel dalam hal waktu serta relatif lebih hemat
biaya dibandingkan metode tatap muka konvensional. Dengan karakteristik tersebut, webinar dinilai
sebagai sarana yang relevan dan adaptif untuk mendukung kegiatan edukasi hukum di tengah
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Lebih lanjut, model webinar memberikan ruang interaksi yang cukup luas antara pemateri dan
peserta. Penyampaian materi hukum tidak hanya dilakukan melalui pemaparan satu arah, tetapi juga
diperkaya dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang mendorong partisipasi aktif peserta. Pola
pembelajaran ini memungkinkan peserta untuk mengklarifikasi pemahaman, menyampaikan
pandangan, serta mengaitkan materi dengan konteks permasalahan nyata yang dihadapi di lingkungan
masing-masing. Dengan demikian, webinar berfungsi tidak sekadar sebagai media penyebaran
informasi, tetapi juga sebagai wahana pembelajaran partisipatif yang dapat meningkatkan pemahaman
hukum secara lebih mendalam dan bermakna (Sitorus & Tanoto, 2023).

2. Sarana Kegiatan

Sarana pendukung pelaksanaan kegiatan ini mencakup pemanfaatan perangkat teknologi
informasi berbasis daring, seperti platform Zoom meeting, koneksi jaringan internet yang stabil, serta
berbagai perangkat pendukung lainnya. Perangkat tersebut meliputi bahan presentasi dalam format
digital, modul ringkas sebagai bahan bacaan peserta, serta dokumentasi kegiatan yang berfungsi sebagai
arsip dan bahan evaluasi. Penggunaan sarana berbasis daring ini dipilih untuk menunjang kelancaran
proses edukasi hukum secara efektif dan efisien. Selain itu, pemanfaatan media digital sejalan dengan
perkembangan teknologi pendidikan serta kebutuhan masyarakat modern yang semakin mengandalkan
platform digital sebagai sumber utama dalam mengakses informasi dan pengetahuan hukum. Dengan
dukungan sarana tersebut, kegiatan diharapkan dapat berlangsung optimal dan menjangkau peserta
secara lebih luas (Yorman et al., 2025).

3. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PkM ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah
perencanaan, yang meliputi identifikasi kebutuhan literasi hukum masyarakat, penyusunan materi
edukasi anti korupsi, serta penentuan narasumber dengan kompetensi di bidang hukum. Tahap kedua
adalah pelaksanaan, yaitu penyelenggaraan webinar yang diawali dengan pemaparan materi inti,
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dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Tahap ketiga adalah evaluasi, yang dilakukan
melalui pengamatan partisipasi peserta, umpan balik langsung, serta refleksi atas pemahaman peserta
terhadap materi yang disampaikan. Tahapan ini penting untuk menilai efektivitas kegiatan dan menjadi
dasar perbaikan program PkM selanjutnya (Fernanandes et al., 2023).

4. Materi Kegiatan

Materi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang secara sistematis dan kontekstual
untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai korupsi dari perspektif hukum. Substansi awal
materi difokuskan pada penguatan konsep dan definisi korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia,
termasuk karakteristik, bentuk, dan dampak tindak pidana korupsi terhadap kehidupan sosial dan
pembangunan nasional. Pemaparan konsep ini penting sebagai fondasi literasi hukum agar peserta
memiliki pemahaman normatif yang benar serta mampu membedakan perilaku koruptif dari tindakan
administratif biasa. Selain itu, peserta diperkenalkan pada kerangka dasar hukum pemberantasan tindak
pidana korupsi, yang mencakup regulasi utama, prinsip pertanggungjawaban pidana, serta tujuan
pemidanaan dalam konteks keadilan dan kemanfaatan hukum. Pendekatan konseptual ini bertujuan
membangun kesadaran bahwa korupsi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan nilai keadilan
sosial (Panjaitan, 2025).

Materi selanjutnya menitikberatkan pada penanaman prinsip integritas dan nilai-nilai anti korupsi
sebagai bagian dari pembentukan budaya hukum yang berkelanjutan. Integritas dipahami tidak hanya
sebagai kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga sebagai sikap moral yang mencerminkan kejujuran,
tanggung jawab, dan konsistensi antara nilai dan tindakan. Dalam konteks edukasi masyarakat,
internalisasi nilai-nilai anti korupsi menjadi penting karena dapat membentuk pola pikir dan perilaku
yang menolak praktik koruptif sejak dini. Oleh karena itu, materi disampaikan dengan pendekatan
edukatif yang mengaitkan nilai integritas dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga,
pendidikan, maupun aktivitas sosial. Strategi ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan anti
korupsi memiliki peran preventif yang signifikan dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan etika
publik, terutama apabila disampaikan secara berkelanjutan dan kontekstual (Hasibuan et al., 2023).

Materi kegiatan juga menekankan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya
pencegahan korupsi sebagai bagian dari kontrol sosial. Peserta diberikan pemahaman bahwa masyarakat
bukan hanya objek hukum, tetapi juga subjek yang memiliki peran strategis dalam menciptakan
lingkungan yang berintegritas. Materi ini mencakup bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan
korupsi, seperti pengawasan sosial, pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, serta pembentukan sikap
kritis terhadap praktik penyalahgunaan wewenang. Penyampaian materi dikaitkan dengan contoh
konkret dan fenomena aktual yang dekat dengan kehidupan peserta, sehingga memudahkan pemahaman
dan meningkatkan relevansi materi. Pendekatan aplikatif ini diharapkan dapat mendorong partisipasi
aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui jalur preventif berbasis
kesadaran hukum dan nilai integritas (Sitorus & Tanoto, 2023).

5. Instrumen Evaluasi

Instrumen evaluasi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang untuk mengukur
efektivitas pelaksanaan edukasi dan literasi anti korupsi melalui metode pre-test dan post-test. Pre-test
diberikan kepada peserta sebelum pelaksanaan webinar untuk mengetahui tingkat pemahaman awal
terkait konsep korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi, prinsip integritas, serta peran masyarakat
dalam pencegahan korupsi. Instrumen pre-test disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup dan semi-
terbuka yang relevan dengan materi kegiatan, sehingga mampu menggambarkan kondisi awal literasi
hukum peserta secara objektif. Penggunaan pre-test penting untuk memetakan kebutuhan edukasi dan
menyesuaikan strategi penyampaian materi agar lebih efektif (Fernanandes et al., 2023).

Post-test dilaksanakan setelah seluruh rangkaian materi dan diskusi selesai, dengan tujuan untuk
mengukur peningkatan pemahaman dan perubahan persepsi peserta terhadap nilai-nilai anti korupsi.
Hasil post-test dibandingkan dengan hasil pre-test untuk menilai capaian pembelajaran dan dampak
kegiatan secara kuantitatif. Selain itu, evaluasi kualitatif juga dilakukan melalui umpan balik peserta
terkait kejelasan materi dan relevansi kegiatan. Pendekatan evaluasi ini sejalan dengan praktik evaluasi
kegiatan edukatif dalam pengabdian kepada masyarakat yang menekankan pengukuran hasil belajar
sebagai indikator keberhasilan program (Yorman et al., 2025).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan melalui webinar pada hari
Sabtu, 14 Februari 2026, pukul 09.00-11.30 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 30 peserta yang
berasal dari komunitas SSQ Holistik Internasional — Malang Jawa Timur serta masyarakat umum dengan
latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam. Penyelenggaraan kegiatan secara daring dipilih
sebagai strategi untuk menjangkau peserta secara lebih luas serta memberikan fleksibilitas bagi
masyarakat dalam mengikuti kegiatan edukasi hukum tanpa keterbatasan ruang dan jarak. Selama
kegiatan berlangsung, tingkat kehadiran peserta relatif stabil hingga akhir sesi, yang mencerminkan
tingginya minat dan relevansi tema edukasi serta literasi anti korupsi dalam perspektif hukum.

Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang
berlangsung secara interaktif selama kegiatan. Peserta menyampaikan berbagai pertanyaan dan
pandangan kritis terkait konsep dan bentuk tindak pidana korupsi, dasar hukum yang mengaturnya, serta
peran masyarakat dalam pencegahan praktik koruptif. Materi disampaikan secara sistematis dengan
pendekatan hukum normatif yang diperkaya dengan contoh kasus dan ilustrasi konkret dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga memudahkan pemahaman peserta. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan
pemahaman konseptual peserta terhadap isu anti korupsi, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai
integritas dan peningkatan kesadaran hukum secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Literasi Hukum Anti Korupsi

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan adanya peningkatan
literasi hukum peserta terkait isu anti korupsi. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai konsep dan definisi korupsi dalam perspektif hukum positif Indonesia, termasuk karakteristik
serta ruang lingkup tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Pemahaman ini menjadi penting
mengingat masih adanya kesalahpahaman di masyarakat dalam membedakan antara pelanggaran
administratif, pelanggaran etika, dan tindak pidana korupsi yang memiliki konsekuensi hukum serius
(Transparency International, 2023).

u KORUPSI patam
PERSPEKTIF HUKUM TATA
NEGARA

LT3 I~

AHMAD
UNIVERSTAS MUHAMMADIIAN TANGERANG

L G L 8 CaevLFTo fIe . G -
Gambar 1. Presentasi oleh Narasumber

Selain aspek konseptual, peserta juga menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai berbagai
bentuk dan modus tindak pidana korupsi, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyampaian materi yang dikaitkan dengan
contoh kasus aktual membantu peserta memahami implikasi hukum dari praktik koruptif secara lebih
konkret dan aplikatif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa edukasi hukum berbasis kasus mampu
meningkatkan kesadaran Kkritis masyarakat terhadap risiko dan dampak korupsi dalam kehidupan sosial
dan pembangunan nasional (OECD, 2022).

Lebih lanjut, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran peserta mengenai pentingnya peran
aktif masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sejak dini. Peserta memahami bahwa pemberantasan
korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi
masyarakat melalui sikap integritas, kepatuhan hukum, serta keberanian untuk menolak dan melaporkan
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praktik koruptif. Penguatan literasi hukum ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya
antikorupsi yang berkelanjutan di tingkat komunitas dan masyarakat luas (UNODC, 2021).

3. Efektivitas Webinar sebagai Media PkM

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa webinar merupakan media pengabdian kepada masyarakat
yang efektif dalam mendukung proses edukasi dan literasi hukum. Melalui pemanfaatan teknologi
digital, kegiatan ini mampu menjangkau peserta dari berbagai wilayah secara lebih luas tanpa dibatasi
oleh ruang dan waktu. Selain itu, format webinar memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk mengikuti
kegiatan secara aktif serta memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara narasumber dan peserta.
Penyampaian materi hukum yang dikemas secara sistematis dan kontekstual juga memudahkan peserta
dalam memahami substansi hukum yang disampaikan, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap
peningkatan literasi hukum masyarakat.

Ditinjau dari perspektif hukum, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan
kontribusi yang terukur dalam upaya pencegahan korupsi melalui penguatan kesadaran hukum dan
internalisasi nilai-nilai integritas. Hal tersebut tercermin dalam hasil evaluasi pre-test dan post-test
sebagaimana ditunjukkan pada tabel evaluasi kegiatan. Rata-rata skor pemahaman peserta pada tahap
pre-test berada pada angka 58, yang kemudian meningkat secara signifikan menjadi 84,12 pada tahap
post-test. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 26,12 poin atau sekitar 45%
dibandingkan kondisi awal, yang mengindikasikan efektivitas kegiatan webinar dalam meningkatkan
pemahaman hukum peserta terkait isu anti korupsi.

Kenaikan skor tersebut tidak hanya mencerminkan peningkatan pengetahuan normatif mengenai
definisi, bentuk, dan dasar hukum tindak pidana korupsi, tetapi juga menunjukkan penguatan
pemahaman peserta terhadap pentingnya peran masyarakat dan nilai integritas dalam pencegahan
korupsi. Secara substantif, hasil evaluasi kuantitatif ini menegaskan bahwa edukasi hukum berbasis
webinar mampu mendorong perubahan kognitif peserta ke arah yang lebih sadar hukum. Dengan
demikian, kegiatan PkM ini berkontribusi dalam pembangunan budaya hukum anti korupsi yang bersifat
preventif dan berkelanjutan, yang merupakan elemen penting dalam sistem pemberantasan korupsi dari
perspektif hukum.

Tabel 1. Evaluasi Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pre-Test Post-Test

As_pek yang Indikator Penilaian (Rata-rata (Rata-rata Cgpalan
Dievaluasi Peningkatan
Skor) Skor)
1 Pemahaman Peserta memahami definisi dan 564 827 Meningkat
konsep korupsi  bentuk tindak pidana korupsi ' ’ signifikan
Peserta mengetahui regulasi dan .
2 Pengetahuan sanksi hukum tindak pidana 52,1 80,3 I\_/Ien_lr]gkat
dasar hukum . signifikan
korupsi
Pemahaman nilai Peserta memahami prinsip Meningkat
3 . - . X o . 60,8 85,6 L
integritas integritas dan nilai anti korupsi signifikan
Peserta memahami peran dan .
4 Kesadaran peran tanggung jawab masyarakat 58,2 83,9 I\(Ien_lr_]gkat
masyarakat . signifikan
dalam pencegahan korupsi
. Peserta menunjukkan sikap .
5 Slkap_ terhadap_ penolakan terhadap praktik 62,5 88,1 l\_/len_lr_lgkat
praktik korupsi signifikan

koruptif
Sumber: Data primer hasil kegiatan PkM (2026)

Hasil evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1
memperlihatkan adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh aspek yang dievaluasi setelah
pelaksanaan webinar edukasi dan literasi anti korupsi. Rata-rata skor pre-test pada seluruh indikator
berada pada kisaran sedang, yang mengindikasikan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman
peserta terhadap konsep korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi, prinsip integritas, serta peran
masyarakat dalam pencegahan korupsi masih terbatas. Setelah mengikuti kegiatan, skor post-test
mengalami peningkatan yang cukup tajam pada seluruh indikator, terutama pada aspek pemahaman nilai
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integritas dan sikap penolakan terhadap praktik koruptif. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian
materi yang sistematis dan kontekstual melalui media webinar mampu meningkatkan literasi hukum
peserta secara efektif.

Peningkatan skor tersebut juga mengindikasikan keberhasilan pendekatan edukatif-partisipatif
yang digunakan dalam kegiatan ini. Interaksi dua arah melalui diskusi dan tanya jawab memungkinkan
peserta tidak hanya memahami aspek normatif hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai anti
korupsi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Secara ilmiah, temuan ini memperkuat pandangan bahwa
edukasi hukum berbasis partisipasi masyarakat merupakan strategi preventif yang efektif dalam
membangun kesadaran hukum dan budaya integritas. Dengan demikian, hasil evaluasi ini menegaskan
bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis webinar memiliki kontribusi nyata dalam
mendukung upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan literasi hukum dan perubahan sikap
masyarakat secara berkelanjutan.

......

xxxxxxxxx
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Gambar 2. Peserta Webinar

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan webinar
edukatif terbukti mampu memberikan kontribusi positif dalam penguatan edukasi dan literasi hukum
anti korupsi di kalangan masyarakat. Melalui pendekatan edukatif-partisipatif, kegiatan ini tidak hanya
berfokus pada penyampaian pengetahuan normatif mengenai tindak pidana korupsi, tetapi juga
menekankan pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai integritas sebagai fondasi dalam pencegahan
praktik koruptif.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum
peserta terkait konsep dan bentuk korupsi, dasar hukum yang mengaturnya, serta peran strategis
masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Pemanfaatan media daring melalui webinar
memungkinkan proses edukasi hukum berlangsung secara fleksibel dan interaktif, sehingga mampu
menjangkau peserta dari berbagai latar belakang dan wilayah. Hal ini memperkuat efektivitas kegiatan
PkM sebagai sarana diseminasi literasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan literasi hukum anti korupsi
melalui webinar merupakan strategi preventif yang relevan dan berkelanjutan dalam membangun
budaya hukum anti korupsi di masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu terus dikembangkan
dan direplikasi dengan cakupan yang lebih luas sebagai bagian integral dari upaya pencegahan korupsi
dari perspektif hukum dan pendidikan masyarakat.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sejenis perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan
penentuan sasaran peserta yang lebih terarah. Selain itu, pengembangan instrumen evaluasi yang lebih
sistematis dan beragam diperlukan agar dampak peningkatan literasi hukum anti korupsi dapat diukur
secara lebih akurat dan menyeluruh.
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